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This study aims to elucidate and to describe inhibiting the accountability of advertise-
ment permission in Sidoarjo regency. The methodology used in this study is qualitative
by using observation and interview whereas data analysis technique is collecting, serving,
reducing, and verifying data. The result of this study showed that the accountability of
advertisement permission in Sidoarjo regency has not been maximal because occurring
frequently delay on the realization of advertisement permission. In addition to, mecha-
nisms of online serving often occurs trouble. Even it is free but they should pay the tax.
The obstacle of the accountability of advertisement permission in Sidoarjo regency still
there is scalpers and no commitment of the advertisement technician to do applicable
assignment.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas perizinan penyelenggaraan
reklame di Kabupaten Sidoarjo dan mendeskripsikan kendala dalam akuntabilitas per-
izinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis
data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame
di Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan secara maksimal karena masih terjadi keterlam-
batan waktu dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame. Selain itu, mekanisme per-
izinan yang diberikan secara online sering terjadi gangguan, sedangkan terkait biaya
dalam pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah gratis, tetapi dikenakan pajak
daerah Kabupaten Sidoarjo. Kendala yang dihadapi dalam akuntabilitas perizinan penye-
lenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo yaitu masih terdapat calo dalam pelaksanaan
pelayanan perizinan serta tidak ada komitmen dari Tim Teknis Reklame Kabupaten
Sidoarjo dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
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PENDAHULUAN
Akuntabilitas menjadi tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi secara mutlak untuk
melahirkan suatu konsep pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah atau biasa dise-
but good governance. Good governance memiliki beberapa prinsip yaitu penegakan hukum,
partisipasi, kesetaraan, transparansi, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme, daya tanggap,
pengawasan dan akuntabilitas. Penyelenggaraan good governance merupakan model dari sin-
ergitas antara tiga pilar bernegara, yaitu rakyat memiliki fungsi sebagai pelaksana dari ber-
jalannya kebijakan, pemerintah sebagai penyelenggara atau yang membuat suatu kebijakan,
dan pengusaha berpartisipasi sebagai penyeimbang dari berjalannya suatu kebijakan. Maka
dari itu, akuntabilitas dalam birokrasi publik merupakan titik krusial bagi arah perkembangan
demokrasi di Indonesia.
Pada dasarnya akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas
birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma
dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu men-
gakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban
pihak pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab-
nya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Dalam hal ini, Untuk menunjang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maka sis-
tem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pada penyedi-
aan pelayanan dan memberikan informasi guna menciptakan standar yang benar dalam men-
jamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik, khususnya pada suatu instansi
pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pelayanan perizinan. Para birokrat dalam
instansi tersebut saat ini dituntut untuk dapat melaksanakan akuntabilitas atau tanggung jawab
pelayanan publik terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikare-
nakan perizinanmerupakan salah satu aspek penting dalampelayanan publik.Walaupun periz-
inan tidak setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat tetapi memiliki peran penting bagi kehidu-
pan. Perizinan merupakan garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat,
dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik
pelayanan unit perizinan yang ada.
Di era globalisasi seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi dan persaingan bisnis berjalan
begitu cepat hingga promosi berupa iklan dan reklame merupakan hal yang tidak asing lagi
bahkan menjadi alat komunikasi yang wajib dilakukan oleh seorang produsen untuk mem-
berikan informasi mengenai produk barang dan jasa kepada konsumen. Kabupaten Sidoarjo
merupakan kota yang dilirik oleh para pengusaha dari berbagai kota sebagai tempat promosi
berupa iklan dan reklame. Pelayanan publik yang baik dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat mempermudah masyarakat
dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame. Berikut ini merupakan data terkait perkem-
bangan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo:
[Table 1 about here.]
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo di atas, menunjukkan bahwa jumlah izin penyelenggaraan reklame mengalami penu-
runan setiap tahunnya, terbukti dari tahun 2013 berjumlah 1.836 izin, tahun 2014 berjumlah
1.761 izin, tahun 2015 berjumlah 1.382 izin, dan tahun 2016 hanya berjumlah 1.125 penu-
runan yang signifikan terjadi setiap tahunnya. Data menunjukkan di Kabupaten Sidoarjo juga
masih terdapat reklame liar, lebih dari 45% reklame dipasang di tempat terlarang seperti di tro-
toar, dipohon, di ruang terbuka hijau bahkan ada juga yang dipasang tanpa memperhatikan
konstruksi bangunannya. Penurunan jumlah izin penyelenggaraan reklame ini dikarenakan
kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sehingga belum bisa mempertahankan serta menarik investor
baru untuk memasang reklame di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul dua rumusan masalah penelitian akunt-
abilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo yaitu bagaimana akuntabil-
itas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana kendala dalam
akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan keterbukaan dalam perizinan penyelenggaraan reklame di
Kabupaten Sidoarjo. Dan untukmendeskripsikan kendala keterbukaan dalampelayanan publik
dalam perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo.
Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas
tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organ-
isasi Rasul (2002) . Sedangkan akuntabilitas menurut Kumorotomo (2005) memberikan suatu
pemahaman bahwa akuntabilitas menjadi ukuran untuk melihat aktivitas pemerintah atau
pelayanan yang diterapkan sesuai dengannormadannilai-nilai yang dilakukan olehmasyarakat
sehingga pelayanan publik tersebut mampu memberikan kontribusi untuk kebutuhan rakyat
yang sesungguhnya. Sementara itu,menurut Rusmiwari (2009)mengemukakan akuntabilitas di
dalam aparatur pemerintah merupakan kewajiban yang tujuannya sebagai penanggung jawab
dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawa-
ban dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada
masyarakat.
Akuntabilitas dalam konsep good governenacemerupakan wujud bentuk perbaikan tatanan
pemerintahan yang baik, oleh karena itu pentingnya akuntabilitas memiliki fungsi guna men-
ciptakan berbagai pandangan yang memuncul dalam beberapa kategori akuntabilitas. Dalam
hal ini akuntabilitas memiliki beberapa jenis-jenis yang dikemukakan oleh Elwood) Mang-
gaukang (2006) yang mana dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu : 1) Akuntabilitas hukum
dan peraturan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk
menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan; 2) Akunt-
abilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melak-
sanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkanmelalui pem-
berian pelayanan yang cepat, responsif, danmurah biaya; 3) Akuntabilitas program yaitu akunt-
abilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai den-
gan baik; 4) atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang
dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal; 5) Akuntabilitas kebijakan yaitu
akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap
DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan
sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengam-
bilan keputusan.
Terwujudnya lembaga pemerintah melalui akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dapat terlaksana apabila proses tersebut memenuhi syarat tercapainya akunt-
abilitas. Menurut Hulme & Tunner dalamManggaukang (2006) mengemukakan bahwa akunt-
abilitasmerupakan suatu konsep yang kompleks danmemiliki beberapa instrumen untukmen-
gukurnya, diantaranya yaitu: 1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan; 2) Keberadaan kualitas
moral yang memadai; 3) Kepekaan; 4) Keterbukaan; 5) Pemanfaatan sumber daya secara opti-
mal; 6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.
Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, yang mana Sebagai sebuah
proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organ-
isasi dalam masyarakat Moenir (2006) . Sedangkan pengertian pelayanan menurut Donald
dalam Hardiansyah (2011) mengatakan bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan
kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikat-
nya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga
mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik
Pelayanan publik menurut Santosa (2008) merupakan pemberian jasa, melalui stakeholder
dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.
Sedangkan menurut Sumaryadi (2010) pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkual-
itas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-
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hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pemban-
gunan. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah harus memper-
hatikan prinsip-prinsip yang ada dalam pelayan publik. Sesuai dengan KeputusanMenteri Pen-
dayagunaanAparaturNegaraNomor 63 tahun 2003 prinsip penyelenggaraan pelayanan adalah:
1) Kesederhanaan; 2) Kejelasan; 3) Kepastian waktu; 4) Akurasi; 5) Keamanan; 6) Tanggung
jawab; 7) Kelengkapan sarana dan prasarana; 8) Kemudahan akses; 9) Kedisiplinan, kesopanan,
dan keramahan; 10) Kenyamanan.
Menurut 7 (2007) Tentang Penyelenggaraan Reklame menyebutkan bahwa reklame adalah
benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya untuk
tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dili-
hat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umumkecuali yang dilakukan oleh pemer-
intah. Sedangkan reklamemenurut Baarle &Holannder dalamWinardi (1992) , reklame adalah
suatu kekuatan yangmenarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untukmembelinya, hal
ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi pen-
jual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni pada hakikatnya mengamati
orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa
dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya Sugiyono (2012) . Sedangkan menurut Moleong
(2005) , metode kualitatif sebagai prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini berada di kan-
tor Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Informan
penelitian ini adalah 1) Petugas bidang kepegawaian di Dinas PenanamanModal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 2) Tim teknis reklame di Dinas PenanamanModal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 3) Biro Reklame Bambu Runcing Advertis-
ing. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi
dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten
Sidoarjo
Perizinan penyelenggaraan reklame diKabupaten Sidoarjo seperti yang telah dijelaskan dalam7
(2007) Tentang Penyelenggaraan reklame yaitu sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Penana-
man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dan bekerja sama dengan
Tim Teknis Reklame Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Dinas PU Bina Marga, Dinas PU
Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan, Pen-
gelolahan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja, serta bagian
hukum sekretariat daerah. Akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame dalam penelitian
ini dilihat berdasarkan dimensi keterbukaanmenurut Hulme dan TunnerManggaukang (2006)
menuntut aparat pemberi layanan untuk terbuka dalam menjalankan mekanisme pelayanan,
terbuka dalam ketetapan waktu proses perizinan serta terbuka dalammenentukan biaya dalam
pengurusan izin penyelenggaraan reklame.
Mekanisme pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara online. Hal ini dapat dilihat dari wawan-
cara yang dilakukan dengan Bapak Amat Subhan sebagai pegawai bagian Kepegawaian di
Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil
wawancaranya:
“Pelayanan perizinan disini sudah dilakukan secara online, masyarakat dapat mengakses
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segala perizinan yang ada hanya dengan membuka website resmi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id, perizinan dapat dilakukan
dirumah tanpa harus repot datang ke kantor. Cara melakukan perizinan secara online sangat
mudah, hanya perlu siapkan semua syarat yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya sudah tertulis
dengan lengkap diwebsite, kemudian di upload lalu dimasukkan ke kolom-kolom yang sudah dise-
diakan seperti kolom KTP, NPWP itu semua sudah ada kolomnya, begitu pula dengan gambar
kontruksi bangunan reklame yang akan dibuat. Setelah itu kita ada validasi dari costumer servis
dilihat bagaimana syaratnya jika sudah lengkap akan dilanjutkan dengan proses tinjau lapang,
jika belum lengkap harus dilengkapi dahulu” (hasil wawancara,18 April 2017).
[Figure 1 about here.]
Mekanisme dalam pelaksanaan perizinan secara online ini telah dilakukan sejak tanggal
17 April 2017 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui baliho maupun pameran-
pameran pelayanan publik. Aparat pemberi layanan di Dinas PenanamanModal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah mampu menjelaskan setiap prosedur dalam
melakukan proses perizinan penyelenggaraan reklame secara jelas. Namun, dalam pelak-
sanaannyamasih saja adamasyarakat yang belummemahami perizinan secara onlinedanmasih
banyak masyarakat yang masih awam dengan teknologi komputerisasi. Selain itu, sistem per-
izinan online yang ada sering terjadi gangguan. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat pemberi
layanan harus terus memberikan sosialisasi serta pengetahuan kepada masyarakat secara luas
dan dilakukan secara konsisten.
Mekanisme pelayanan perizinan yang diberikan berpengaruh terhadap lamanya waktu
yang dibutuhkan dalam melakukan izin, semakin baik mekanismenya, semakin cepat izin
dapat dikeluarkan. Dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame, aparat pemberi layanan
telah memberikan kepastian waktu yang dibutuhkan yaitu selama 14 hari. Namun, pada keny-
ataannya di lapangan masih saja terjadi keterlambatan waktu penyelesaian izin. Seperti yang
diungkapkan oleh salah satu karyawan yang bekerja di Biro Reklame Bambu RuncingAdvertis-
ing. Berikut hasil wawancaranya:
“Pelayanannya sudah tertata dan lebih modern, ya itu semua karena sudah ada sistem periz-
inan secara online dan bisa dilakukan di rumah ataupun dimana saja. Akan tetapi harus diper-
hatikan terkait dengan ketetapan waktu dalam proses pengurusan izinnya yang belum efektif.
Karena dalamwebsite sudah tertulis 14 hari kerja, tapi pada kenyataannya, saya harusmenunggu
selama empat sampai enam minggu baru bisa memperoleh izin penyelenggaraan reklame” (hasil
wawancara, 12 April 2017).
Hal ini menunjukkan aparat pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum bisa melaksanakan proses pelayanan perizinan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan 63 (2003) Tentang Prinsip-
Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menyatakan Bahwa Pelayanan Publik dapat disele-
saikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam Kondisi seperti inilah dapat mencip-
takan rasa kurang puas dalammasyarakat, sebenarnya apa pun alasan yang telah diberikan oleh
aparat pemberi layanan terkait dengan keterlambatan waktu dalam proses perizinan bukanlah
suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena masyarakat hanya sebagai pengguna jasa yang
berharap dapat memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, terkait keterbukaan biaya perizinan penyelenggaraan reklame, aparat pemberi
layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
sudah dapat melakukan dengan baik karena, untuk melakukan izin penyelenggaraan reklame
sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis, melainkan ada pajak daerah yang harus diba-
yar oleh pemohon izin di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang telah
diungkapkan oleh Bapak Joko sebagai Tim Teknis Reklame di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil wawancaranya:
“Izin penyelenggaraan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidoarjo tidak dipungut biaya, namun ada pajak yang harus dibayar di Dinas
Pendapatan Kabupaten Sidoarjo karena untuk pajak merupakan wewenang dari Dinas Penda-
patan Daerah maka terkait masalah pajak, semua sudah diatur di Dinas Pendapatan. Sedan-
gkan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini hanyamemiliki wewenang
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untuk mengeluarkan izin saja” (hasil wawancara, 30 Maret 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masyarakat atau biro reklame
sebagai pemohon izin penyelenggaraan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang dalam
melakukan izin penyelenggaraan reklame karena aparat pemberi layanan telah terbuka dan
mampu menjelaskan bahwa izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo sama sekali
tidak dipungut biaya, namun ada pajak daerah yang harus dibayar.
Kendala Dalam Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame
di Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan pelayanan publik tidak dapat terlepas dari sebuah kendala yang dapat memperburuk
maupun menghambat kegiatan pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemberi layanan
untukmasyarakat. Dalam akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yaitu masih adanya
praktik percaloan dalam melakukan kegiatan perizinan. Selain itu, komitmen dari Tim Teknis
Reklame di Kabupaten Sidoarjo masih kurang.
Praktik percaloan ini terjadi karena masyarakat tidak mampu untuk melakukan izin secara
mandiri sehingga masyarakat merasa perlu dibantu oleh seorang calo dalam melakukan per-
mohonan izin yang dibutuhkan, dalam hal ini calo hanya mengarahkan ataupunmendampingi
masyarakat untuk melakukan izin. Keberadaan calo tidak semata-mata merupakan kesalahan
dari masyarakat. Karena, belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seperti keterlambatan waktu
yang terjadi dalam proses perizinan yang ada membuat masyarakat cenderung memilih meng-
gunakan jasa calo dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan.
Selainmasih terdapat calo, kendala yang terjadi yaitu kurangnya komitmen dari TimTeknis
Reklame di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena, masing-masing organisasi perangkat
daerah yang tergabung dalamTimTeknis ReklameKabupaten Sidoarjo khususnya Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
yang ada.Hal ini terlihat dari banyaknya reklame liar yang ada diKabupaten Sidoarjo dan belum
bisa ditertibkan secara optimal karena patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo hanya empat kali dalam satu bulan. Padahal, wilayah pemasangan reklame
di Kabupaten Sidoarjo sangat luas. Kerja sama dan komitmen dari masing-masing organisasi
perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan
reklame di Kabupaten Sidoarjo.
KESIMPULAN
Akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya akuntabel.
Hal ini dapat dilihat dari sistemperizinan online yang sering terjadi gangguandanbelumadanya
kepastian waktu dalam proses perizinan sehingga masih terjadi keterlambatan. Kendala dalam
akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo adalah
masih terdapat praktik percaloan dan kurangnya komitmen dari Tim Reklame Kabupaten
Sidoarjo dalam menjalankan tugas kewajibannya.
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